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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 /PMK.06/2018 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS  

JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan 

mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan 

tugas di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah telah dibentuk 

Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; 

  b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan profesi dan 

karier Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang serta 

sesuai tugas Instansi Pembina berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana 

Barang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

7. Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang 

selanjutnya disingkat JFPLB adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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8. Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang yang untuk 

selanjutnya disebut Penata Laksana Barang adalah PNS 

yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan 

hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang 

selanjutnya disebut Pengelolaan BMN/D adalah 

keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata 

Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan 

pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. 

10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMN/BMD. 

13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

14. Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional 

Penata Laksana Barang yang selanjutnya disebut KJFPLB 

adalah jumlah dan susunan JFPLB yang diperlukan oleh 

Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk dapat 

melaksanakan tugas pokok Pengelolaan BMN/D dengan 

baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu. 

15. Lowongan Kebutuhan Jumlah Jabatan Fungsional 

Penata Laksana Barang yang selanjutnya disebut 

Lowongan KJFPLB adalah KJFPLB yang belum terisi 
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karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, 

pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja 

dan pembentukan organisasi kerja baru. 

16. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.  

17. Uji Kompetensi adalah proses untuk mengukur 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS dengan 

standar kompetensi jabatan. 

18. Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa hasil 

kerja/dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah 

menguasai suatu unit kompetensi yang diperoleh dari 

pengalaman dan/atau pelatihan. 

19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat 

dicapai oleh Penata Laksana Barang dalam rangka 

pembinaan karier yang bersangkutan.  

21. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laksana 

Barang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat 

dan/atau jabatan. 

22. Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang 

selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu 

proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh 

pejabat penilai terhadap SKP/capaian kinerja pegawai 

dan perilaku kerja.  

23. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

24. Tim Penilai Kinerja JFPLB yang selanjutnya disebut Tim 

Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi 

keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam 

SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penata 

Laksana Barang. 


